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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 260 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang
Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tentang Tim  Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah
diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
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Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah =~ Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir
dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
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Menetapkan
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun
2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRITASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
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KESATU

KEDUA
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Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi Tahun

2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a.

Menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Tahun 2024;

. Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait

Maturitas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi Tahun 2025 yang akan diselenggarakan
oleh Inspektorat Utama SetjennKPU/BPKP;

Menyusun dan memaparkan rencana penilaian
mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;

Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dengan
mengumpulkan bukti dukung, mengisi kertas kerja
dan menyampaikan hasil penilaian mandiri;
Melakukan pembahasan rancangan laporan Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang
telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan area
of improvement (Aol), rekomendasi perbaikan, dan
rencana aksi untuk menindaklanjutinya;

Melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas
catatan sementara hasil evaluasi Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
Melakukan pengolahan data dan informasi hasil
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern  Pemerintah, rekomendasi

perbaikan area of improvement (Aol) dan rencana aksi.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
AT

asldan Hubungan Masyarakat,

A Aumber Daya Manusia,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 260 TAHUN 2025

TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENTELENGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

’ Kedudukan
No. Nama Jabatan dalam
- Tim
1. | Adiwijaya Bakti Sekretaris KPU Provinsi Ketua
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,
2. | Andrew S.N. Kette Partisipasi dan Hubungan Anggota
Masyarakat, Hukum dan Sumber
Daya Manusia
. Anggota
. Kepala Bagian Keuangan, Umum g8
3. Carolus F. Dengi dan Logistik
. Anggota
: — la B P , Dat &8
4. | Melanie Sari Wila Hege sepela agiai erencar}aan a
dan Informasi
ala Sub Bagian Data d
5. | Edson Carlos Kepala Su aglan. ata dan Anggota
Informasi
6. | Lusia A.D.P. Hekopung Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggota
Peiter G. Nappoe Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota
o Tokni
8. | Agustina J. Toselak Kepala Sub Bagian Teknis Anggota
Penyelenggaraan
; ; . Kepala Sub Bagi d
9. | Maria Elisabeth Silla cpaia Su agla.n Umum dan Anggota
Logistik
10. | Bathseba S. Dapatalu Kepala Sub Bagian Hukur'n dan Anggota
Sumber Daya Manusia
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.. . . | Keangpotuan
) Fungsional Analis Hukum Ahli
11. | Emerensiana Purnawati Anggota
Muda
Fungsional Analis Hukum Ahli
12. | Angeli Lusiana Lake Anggota
Muda
13. | Anneke A. S Raga Staf Sub Bagian Hukum Anggota
14. | Agustinus Bele Centy Staf Sub Bagian Hukum Anggota
15. | Ryan Pratama Staf Sub Bagian Hukum Anggota
16. | Rani Pracella Doga Staf Sub Bagian Hukum Anggota
17. | Faturrahman Idham Staf Sub Bagian Hukum Anggota
Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kep/a}la Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

e,
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